BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan dengan hasil penelitian dan analisis pada bab
sebelumnya mengenai Penerapan Fraud Awareness Dalam Transaksi

Perbankan Digital Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 8 Tahun 2023 Di Kabupaten Majalengka dapat ditarik beberapa

Kesimpulan sebagaimana berikut:

1. BRI Unit di wilayah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari Unit
Majalengka Wetan, Unit Talaga dan Unit Tarikolot dalam mekanisme
jasa layanan perbankan digital selalu mematuhi regulasi yang ada
berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal Di Sektor Jasa Keuangan

2. Penerapan Early Warning System yang sudah lama dilakukan oleh Bank
BRI khususnya di Unit wilayah Kabupaten Majalengka sangat efektif
dalam membantu karyawan dan nasabah dalam proses bisnis dan

penggunakan produk perbankan digital.
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3. Dalam penerapan Fraud Awareness sebagai upaya menghindari
kejahatan BRI Unit wilayah Kabupaten Majalengka telah melakukan
sesuai dengan regulasi yang ada berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud
bagi Lembaga Jasa Keuangan mentepakan empat pilar utama dalam
strategi anti-fraud yang wajib diterapkan oleh LJK, yaitu pencegahan,
deteksi, investigasi, dan pemantauan. Namun dalam pemcegahan masih
terdapat kendala dimana masih banyak nasabah yang belum teredukasi
terkait dengan scam dan phising sehingga masih banyak nasabah yang
kehilangan uangnya secara Cuma-Cuma akibat sembarangan mengklik
link, mendowload diluar app store resmi dan mempercayai oknum-

oknum yang mengatasnamakan BRI.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka dapat disusun beberapa
saran terkait dengan kendala yang dihadapi terkait dengan upaya
pencegahan tindakan kejahatan namun masih banyak nasabah yang
mengalami kehilangan uang akibat scam dan pihising. Hal ini terjadi
diakibatkan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan ke masyarakat
kurang massif dan kurang menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Perlu
dilakukan sosialisasi pencegahan kejahatan digital perbankan yang bersifat
massif seperti : Membuat poster yang berisi himbauan waspada kejahatan
digital dan modusnya untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti

di kantor desa (bekerjasama dengan perangkat desa) dan di warung-warung
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atau kios milik nasabah yang berada di pedesaan. Poster tersebut berisi
himbauan kehati-hatian atau risk awareness yang harus dilakukan oleh
nasabah dan himbauan kepada nasabah untuk selalu melakukan pengkinian
dan pemutakhiran data diri pada sistem perbankan nya, seperti rutin
merubah password atau PIN yang digunakan dalam bertransaksi digital
perbankan (Sesuai POJK No. 8 tahun 2023 tentang APU PPT dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa
Keuangan) Bagian Kesembilan : Pengkinian dan Pemantauan.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan OJK No. 21 Tahun 2023
tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Bagian Kelima : Unit dan
Fungsi yang Menangani Penyelenggaraan Layanan Digital, Pasal 18 ayat (2)
Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan Layanan Digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit : poin (d)
Memantau data transaksi keuangan Layanan digital dan poin (f) memantau
kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Layanan

Digital.



